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ABSTRAK

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pibak vang memiliki
kelebihan dana dengan pihak-pihak vang memerlukan dana membawa konsckuensi
limbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha denpan nasabah
schagai konsumen penpguna jasa perbankan. Interaksi yvung demikian intensif, bukan
suatu hal yang tidak mungkin terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan
dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank, Sulah saty masalah
vang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidek adanya atau kurangnya
perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan lansung dengan bank. Untuk
menyikapi permasalahan tersebut, Bank Indonesia berkepentingan unmk meningkal
kan perlindungan terhadap kepentingan nasabsh dengan menetapkan  upaya
perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitekrur Perbankan Indonesia
(APL) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Junuari 2004
Berdasarkan hal tersebut distes,dapat dirumuskan permasaluhan sehapai berikut;
FPervama, apa saja yang menjadi program-program dari perlindungan nasabah dalam
Arsitektur Perbankan Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor & Tahun 19997, Kedua, apa  saja kendala-kendala vang ditemui dalam
program-program  perlindungan  konsumen 7Mctode  penelitian adalah  hersifat
deskripeif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah vang bersifat vuridis
normatil, meksudnya pendekatan masalah yang memfokuskan penclitian terhadap
norma atau kpedah yang berlaku baik dalam  bentuk tertulis maupin  tidak
tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dizimpulkan;
Pertama, program-program dari perlindungan nasabah dalam API adalah PEOYLUSLRALR
standar mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan
independent, penyusunan standar transparansi informasi produk, peningkatan edukasi
untuk nasabah.  Kedua Kendala-kendala vang  ditemui dalam  Propram  Dari
Perlindungan MNasabah Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia adalah bapi bank
belum menunjuk  Person in Charge, pendelegasian diberikan tanpa disertai
kewenangan memutus kurangnya pemahaman PIC atas ketentuan tentang pengaduan
nasabah dan mediasi perbankan bagi nasabah kurang memahami permasalahan dan
ketentuan terkait, dokumen yang kurang lengkap dan adanya hambatan dalam
komunikasi.



BAB1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Fungs lernbaga perbankan sebagal perantara pibak-pihak yang memiliki kelehihan
dana dengan pibhak-pibak yang memerlukan dana akan membawa konsekuensi
timbulnya interaksi yang intensif antarn bank scbagai pelaku usaha denpan nasabah
sehagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak vang memiliki kelebihan
dang, nterakst dengan bank terjadi poada smat pihak kelebihan dana tersehur
menyimpan dananya pada bank bisa dalam benmk pgiro, tabungan, deposito,
sementara dari sisi pibak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak
vang memerlukan dana tersebul meminjam dana dari bank guna keperluan tertenm.

Interaksi antara bank dengan kensumen pengpuna jasa perbankan {selanjutnya
discbut dengan nasabah ) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah
melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana.
Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun
safe deposic. Dalam perkembanganya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank
untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi
vang dikaitkan dengan produk bank (hancassirgnes) dan reksadana.

Dialam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabab diatas, bukan

suatu hal wang tidak mungkin apabila tegadi friksi yang apabila tidak segern



diselesatkan dapat berubah menjadi sengkela antara nasabah dengan bank. Dad
berbagai pengalaman yang ada, timbul friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat
hal yaitu ;
1. informasi yang kurang memadal mengenai karakteristik produk atsu jusa yang
ditawarkan hank,
2, pemahaman nasabah terhadap akiivitas dan produk atau jasa perbankan vang

masih kurang,

el
'

ketimpangan hubungan antara nasabab dengan bank, Khuesusnya bapi nasabah

perminjam dana dan

4, tidak adanya saluran yang memuodsi umuk memfasilitasi penyvelesaian awal
friksi vang terjadi antara nasabah dengan bank.

Salah satn masalah yang sering dikeluhkan terus meners adalah tidak adanya stau
kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan lonsung denpan bank,
baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur-non deposan.’

Untuk menyikapt permasalahan tersebot, maka Bank Indonesia sebagai otoritas
pengawas indusio perbankan berkepentingan untuk meningkatkan peelindungan
terhadap  kepentingan  nasabah dalam  berhubungan  dengan bank.  Mengingat

pentingnya  permasalahan  tersebul, Bank Indonesia telabh menctapkan upaya

" Munir Fuady, Hukiet Perfankan Meodeens Buku Eesaty, BT Citra Adirva Baked, Banduwne, 16959,
hal 101,
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan vratan dar] Pemberdayaan Nasabah Dalam Acsitekiur Pebonkon
Indonesia Menurut Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Eeonsumen ( Bab 1) diatas, maka dapat disimpulkan
. Program-program perlindungan nasabah dalam  Arsitektor 'erbankan

Indonesia dan pencrapannya vang  dikaithan depgan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomaor 8 Tahun 1999

Pada tehun 2002 Bank Indonesia mulal menyusun sistem perbankan nasional yang
salah spie aspeknya merupakan upava untuk melindungt dan memberdayokan
nasabah, yang kemudian «-.l'imsmgl-:nn dalam pilar ke VI API yang mencakup empat
aspek diantaranya adalah :

I, Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independent

ed
'

Penyusunan standar transparansi informasi produk

4. Peningkatan edukas) uniuk nasabah

Keempat program  diatas secara  bersama-sama untuk dapat meningkatkan
perlindungzan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.

Penerapan dart program — program perlindungan nasabab juga merupakan realisass

dari penerbitan PB] No, Wa/PBLZ003 wnppal 20 Januari 2003, PRI No 7/7/PBI 2003
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